
f

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Teoggara Timur (Lembaran Ncgara RepubJik Indonesia Tabun

tentang
Wilayah

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27
Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Lombok Barat Tabun 2020;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat. 1I Dalarn
Mengingat ; 1.

dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kcrja Pemerintah
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 dengan
prioritas program dan sasaran pembangunan dalam Rcncana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok
BaratTahun 2019 - 2024, maka periu rnelakukan perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerab Kabupaten Lombok Barat

Tabun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pacla huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Reneana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan

keadaannya;
b. bahwa untuk menciptakan sinergi antara prioritas program

Menimbang

BUPATILOMBOKBARAT,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

NOMQR 3i. TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATI NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANORENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATENLOMBOKBARATTAHUN 2020

BUPATI WMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
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1958 Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Republilc
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nornor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tabun 2003
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara RepubJik Indonesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nornor 2S Tabun 2004 tentang Sistem
Pereneanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambah'l"
Lembaran Negara RepublilcIndonesia Nomor4421);

4. Undang-Undang Nomor33 Tabun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tabun 2004
Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007 tentang Reneana
Pembangunan Jangka Panjang NasioneJ Tabun 2005-2025
(Lembaran Negara RepublilcIndonesia Tabun 2007 Nomor33,

Tambahan Lembaran Ncgara Republilc Indonesia Nomor
4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republilc Indonesia
Tabun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara
Republilc Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubab

beberapa kali terakhic dcngan Undang-Undang Nomor 9
Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemetintahan Daerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor58,
Tambahan Negara Republilc Indonesia Nomor 5679 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor6 Tabun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 19, Tambaban
Lembaran Negara RepublilcIndonesia Nomor4815);

8. Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tabun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilltas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid·19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancarnan yang Membahayakan
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Perekonomian Nasional dan! atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor87,
Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nornor
6485); I

9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tabun 2019 tentang Rencana
KeIja Pemerintah Tabun 2020 (Lembaran Negaa Republik
Indonesia 'Tabun 2019 Nomor 174);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tabun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -
2024 (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

11. Peraturan Menleri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuanagan Daerah,

sebagaimana telab dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan MeDteri Oalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Oalam
NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Oacrah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun 20)7
tentang Tala Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan EValuasi
Pembangunan Daerah, Tala Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Oaerab tentang Rencena Jangka Panjang Oaerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Scrta

Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah,
Jangka Menengah Oaerah dan Reneana Kerja Pemerintah
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1213);

13. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 31 Tabun 2019
Tentang Penyusunan Rencana KeIja Pernerintah Daerah
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor );

14. Peraturan Oaerab Prcvinsi Nusa Tenggara Barar Nomor 1

Tabun 2014 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah
Nomor3 Tabun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPO)Provinsi Nusa Tenggara Barat Tabun
2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Sarat Tahun 2008 Nomor 98, Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Sarat Tabun 2014 Nomor 1);
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15. Peratutan Daerah Proms; Nusa Tengg,ara Sarat Nomor 1
Tabun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menongah Daerah (RPJMD) Provine; Nusa Tenggara Bamt
Tabun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Baral Nomor 1Tabun 2019);

16. Peraruran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10Tabun

2008lentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah
(RPJPD) Kabupaten Lombok Sarat Tabun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Sarat Seri E Nomor 10
Tahun 2008);

17. Peraturan Daerab Kabupaten Lombok Barat Nomor 10Tabun
2016 tentang Pembentukan dan Suaunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tabun 2016 Nomor 10, Tnmbahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Baral Nomor 142);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Saral Nomor 12Tabun
2019 tentang Rencana Pembartgunan Jangka Menengah

DaeTab Kabupalen Lombok Saral Tabun 2019-2024
(Lembaran Deerah Kabupaten Lombok Barat Tabun 2019
Nomor 12 Tombahan Lcmbaran Dntrab Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2019 Nomor 169); I

19. Peraturan Bupati Lombok Baral Nomor 27 Tabun 2019
tentang Reneana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
LombokBamt Tahun 2020 (BeritaDaerab Kabupaten Lombok
Saral Tabun 2019 Nomor 27);

20. Peraturan Bupati Nomor 61 Tabun 20 19 Tentang Penjabaran

Angg,aran Pendapatan dan Belanja Dacrah rabun Angg.aran

2020 (Bcrita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tabun 2019
Nomor 61), Sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan
BupatJ Nomor 21 Tabun 2020 Tcntang Perubahan Alas
Pcraturan Bupati Nomor 61 Tabun 2019 Tentang Penjabaran
Angg.aran Pendapatan dan Bclaoja Dn.Tab Tabun Angg.aran

2020 (Bcrila Daerah Kabupaten Lombok Saral Tabun 2020
Nomor 21);
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Pasal3A
(I) Perubahan Rcncana Kcrja Pemerintah Daerah (RKPO) Kabupaten Lombok

Barat, Tabun 2020 sebagaimana tercantum dalam Inmpiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

2. Oiantara Pasal3 dan Pasal4, diaisipkan 1 (satu) Pasnl, yakni Pasnl 3A sebingga
bcrbunyi sebagai berikut :

Pendabuluan;
Evnluaoi Pe1aksanaan RKPDTriwulan II Tabun 2020;
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daemh;
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Rencana Kerja dan Pendanaan Oaerah;
Penutup.

a. Bab I
b. Bahll
c. Bah 10
d. Bab IV
e. Bab V
f. Bab VI

Pasal2A
(I) Perubahan Rencana Kerja P"merintah Oaernh (Perubahan RKPO)

Kabupa<en Lombok Saral Tabun 2020 merupakan landasan dan pedoman

operasionaJ bag; """"'Skal Oaemh di tingkungan Pemerintah Kabupaten
Lombok Barat dalam menetapkan Perubahan RenC8S1a Kerja Perangkat
Oaerah Tahun 2020.

(2) Sistematika Perubllhan Rcncana Kerja Pemcrintah Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tabun 2020 sebagaimana dimaksud dnlam ayat (I) terdiri
dari;

I. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2Asebingga
berbunyi sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalam P"raruran Bupati Nomar 27 Tahun 20 [9 lentang Rencana

Kerja P"merintah Daemh Kabupaten Lombok Sarat Tabun 2020 (Berita Daerab

Kabupaten Lombok Barat Tabun 2019 Namor 27) diubah sebQgai berikut

Pasal [

MEMU'T1JSKAN:

PERUBAHANATASPERATURANBUPATI NOMOR 27 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA KER.JA PEMERINTAH DAERAli
KABUPATENLOMBOKBARATTAHUN 2020

Menetapkan



H. BAEHAQI

BERJTADAERAH KABUPATENLOMBOK 8AAAT TIIHUN 2020 NOMOR .l2

AUD

Ditetapkan di Gerung
f pada tonggal , JIll; '1'" '"1BUPATI LOMBOK BARAT,'{f' • '

.-,gar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Kabupaten Lombok Baret.

PasaJ n
Peraruran Bupati Lombok Batat ini mulai beclaJru pada tanggal di undangkan.

(2) Perubaban Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok

Batat Tahun 2020 merupakan pedoman dan "Iiukan utama untuk
penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belaoja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementata
Perubahan (PPAS • P) yang akan menjadi Iandasan untuk penyusunan

Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Lombok Barat Tabun Anggaran

2020.
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1. 1 Latar Belakanc

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPNj dan Undang-undang
Nomor23 Tabun 2014 tentang PemerintahanDaerab rnengamanatkan
bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunandaerah, diantaranya adalah RencanaKerja Pemerintah
Daerabyang selanjutnya disingkat RKPDyang merupakan dokumen
perencanaandaerah untuk periode1 (satu) tabun atau disebut dengan
rencanapembangunantahunan daerab.

Dokumen perencanaan tahunan yang terdokumentasikan pada
Rencana KeJja Pemerintab Daerab (RKPD) tahun 2020 telah
dltlndakIanjuti dan dilaksanakan melaJuiAPBD rabun 2020. melalui
PerdaNomor 13 Tabun 2019. Hasil evaluasi pelaksanaannyadalarn
rabun berjalan 2020 menunjukkan adanya ketldaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, yaitu bcncana covid·19. Bencana Covid-19
dinyatakan sebagai pandemi Covid-19 dunia oleh WHO pada
tanggal 11 Maret2020. Covid-19berawal di kola Wuhan, Cina sejaJ<
Desember 2019. Kasus pertama positif Covid-19 diumumkan
PemerinrabRepublik Indonesiapada tanggaJ2 Maret 2020. Lima belas
har! kcmudian (pada tanggal 17 Maret 2020), Presiden Republik
Indonesia menyatakan status penanganan COVlD-19 menjadi
Tanggap Darurat, memutuskan pembentukan Gugus Tugas
PercepatanPenangananCorona Nasional(KeprcsNo 7 Tabun 2020).
dan menetapkan penangananCovid sebagai Beneana Nasional pada
tanggal 13April 2020 (KepresNo. 12Tahun 2020). PembentukanGugus
TugasPenangananCovid-19juga diputuskan oleh PemerinrabDaeran,
seiring dengan muncuInya kasus positif Covid-19 di masing-masing
daerah. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan

BAD I PENDAHULUAN

LAMPlRANPERATURANBUPATl LOMBOK BARA'!'
NOMOR ~ TAHUN2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR27 TAHUN2019 TENTANGRENCANAKERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK
BARATTAHUN 2020
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pcmbentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada tanggal 23
Maret 2020 (SK Oubemur Provtnsi NTB No. 360-282). Sementara
Bupati Lombok Barat mernutuskan pembentukan Ougus Pcnangan

Covid-19 pada tanggal30 Maret 2020 (Keputusan Bupati Lombok Barat
Nomor: 518/63/BPBO/2020).

Bagi pernerintah Kabupaten Lombok Barat, pandemi ini berarti

penurunan pendapatan. Di sisi lain pengeluaran meningkat untuk
menyuntik bantuan (stimulus) pada masyarakat rentan dan dunia
usaha, Selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tabun 2020 tentang Kcbijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Mcmbabayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang Intinya terdapat perintab
yang lebib tinggi dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan
kondisi tersebut, maka perubaban pada RKPOdapat dilakukan, dan hal
ini sejalan dengan Permendagri Nomor 86 Tabun 2017 pasal 343,
babkan perubaban RKPD dapat dllakukan tanpa melalui tahapan
evaluasi dalam hal terjadi kebijakan naslonal, keadaan darurat,
keadaan luar biasa,

Penyesuaian atau perubaban penting dllakukan mengingat
penyebaran virus corona telah berdampak meningkatnya jumlah korban

dan kerugian harta benda, mcluasnya cakupan wUayab yang terkena
bencana serta menimbulkan Implikasl pada aspek sosial ekonomt yang

luas, sehingga dibutuhkan kcbijakan-kebijakan yang tepat dan
mengarab pada sasaran terutama terkait dengan kebijakan moneter
yang berdampak pada program kegiatan yang direncanakan untuk
mengatasi keadaan yang diperkirakan akan berdampak lebih luas.
Program kegiatan dimaksud akan mengalami pergeseran rekening
belanja babkan mungkin sampal dengan penambaban pengurangan

kegiatan sehingga peran APaD sebagai salab satu stimulan dalam
perturnbunan ekonomi di daerah akan sernakin nyata.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubaban RKPD
Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 akan disusun dengan
menggunakan pendekatan perencanaan yakni a) Pendekatan
Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja), dimana melalui pendekatan
ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir
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1. 2 Landa_n Hukwn
Penyusunan Perubaban RKPD Kabupaten Lombok Barat tabun

2020 mengaeupadapcraturan perundangOundangansebagaibcrikut:
I. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerab-DaerahTingkat 11Dalam Wilayab Daerab TIngkat I Bali,
Nusa TenggaraBarat dan Nusa TenggaraTimur (LembaranNegara
Republik IndonesiaTabun 1958 Nomor 122, Tambaban Lembaran
NegaraRepublik IndonesiaNomor1655);

2. Undang·UndangNomor25 Tabun 2004 tentang SistemPerencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahuo 2004 Nomor 122, Tambaban Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban
Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tabun 2014 Nomor
244, 'fambah.anLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 5587)
sebagaimanatelab diubab kedua kalinya dengan Undang-Undang

komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungJawabkanseeara
akadernis,b) PendekatanDemokratis dan Partisipatif yang diwujudkan
berupa : I) Identiflkasi pemangku kepentingan yang relevan untuk
dilibatkan daJam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan
penyusunan Perubaban RKPD; 2) Transparansi dan akuntabilitas
dalam prosesperencanaan:serta 3) Konsensusatau kesepakatanpada
semua tabapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan
prioritas isu dan permasalahan. perurnusan tujuan, strategi, dao
kebijakan serta prioritas program. Selanjutnya adalab c) Pendekatan
Politis, d) Pendekatan Top Dow" yaknl pereneanaan berdasarkan
jenjang pemerintaban yang kemudian diselaraskan melalui
penyelenggaraanmusyawarah perencanaan pernbangunan dan rapat
koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten, e) Pendekatan Bottom Up. Kedudukan Perubaban RKPD
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 merupakan aeuan bag;
Perangkat Daerab dalam menyusun Perubaban Renja Perangkat
Daerab. SelanjutnyaPerubahanRKPDmerupakan acuandalam rangka
penyusunan kesepakatan antara Pemerintab Daerah dan DPRD
mengenaiPerubaban KebljakanUmum APBDdan Perubahan Prioritas
dan PlafonAnggaranSementaraTabun 2020.
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Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran NegsraRepublik IndonesiaNomor5679);

4. Peraturan Pernerintah Nomor 58 tanun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangka\ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor5887);

6. Peraturan Preslden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020
tentang Perubahan AtasPeraturan PresidednNomor 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Poseurdan Rindan Anggaran Pendapatandan
Belanja NegaraTahun Anggaran 2020 (Lemoaran NegsraRepublik
IndonesiaTahun 2020 Nomor 155);

7. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang
PedomanPengelolaan KeuanganDaerahsebagaimanatelah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 20II tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
PengelolaanKeuangannaeran (BentaNegarsTahun 2011 Nomor21
J;

8. Peraturan Menteri DalamNegenNomor86 Tahun 2017 tentangTata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cars Evaluasl Raneangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menongah Daerah, Serta Tata Cars
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pemoangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
KeIja PemerintahDaerah (Berita NegsraRepublik IndonesiaTabun
2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor Republik Indonesia Nomor
31 Tahuo 2019 lentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
PernerintahDaerahTahun 2020 (Berita NegsraRepublik Indonesia
Tahun 2019 Nomor611);
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10. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 33 Tabun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Oaerah

Tahun Anggaran 2020 (Benta Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 655);

11. Peraturan Menter! Oalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Keputusan Bersama Menteri Oalam Negeri dan Menteri Keuangan
Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tabun 2020
dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID.19),
serta Pengamanan Oaya Beli Masyarakat dan Perekonomian
Nasional;

13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rindan Alokasi
Dana Cadangan Bantuan OperasionaJ Kesehatan (BOK) Tambahan
Gclombang IIITabun Anggaran 2020;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tabun 2008
tentang Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Oaerah (RPJPD)
Kabupaten Lombok Bara! Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tabun 2008 Nomor 10);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019·2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tabun 2019 Nomor 12, Tambaban
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor
169);

16.Peraturan Oaerab Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tabun 2015
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Lombok Barat (Lembaran Oaerah Kabupaten Lombok Bara! Tahun
2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2015 Nomor 130);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupateo
Lombok Barat Tabun 2016 Nomor 142);
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publik daJammerencanakan, melaksanakan, mengawasipembangunan.
Selain itu juga sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum
Perubaban APBD serta PriOritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRDuntuk
dibahas dan disepakati. Selanjutnya adaJah menjaga konsistens!
penjabaran reneana strategis ke daJam rencana operasionaJ serta
mengukur klnexjapenyelenggaraanfungsi dan urusan wajibdan pilihan
pemerintahan daerah meJaJu! capaian target kinerja program dan
kegiatan pembangunan.

ststematis sebagal pedoman
pemerintahan, pengelolaan

adalah untuk memberikan kerangka
terhadap arab pcnyelenggaraan
pembangunan, dan pelayanan kepada.

Penyusunan inl juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi

1.3 Makaud dall TuJuall
Maksud disusunnya Perubaban RKPDTahun 2020 adaJab untuk

mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayab, anrar
sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta
mengoptimalkan dan mewujudkan cfisiensi pemanfaatan berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah guna menlngkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sementara itu tujuan penyusunannya

18. Peraturan Daerab Kabupaten Lombok Barat Nomor 13Tabun 2019
tentang Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Daerab Kabupaten Lombok Barat Tabun 2019
Nomor 13);

19. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang
Rencana KexjaPemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun
2020 [Berita Daerab Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor
27);

20. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 61 Tabun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun 2020
(Benta DaerahKabupaten LombokBarat Tabun 2019 Nomor61);

21. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 518j63jBPBDj2020
tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
VirusDisease2019 (Covid-19)di Kabupaten LombokBarat.
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1. 4 Si.tematlka Dokumon RKPD
Perubaban Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDIKabupaten

Lombok Barat tabun 2020. disajikan dengan sistematika sesuai dengan
ketentuan Permendagri Nornor 86 Tabun 2017 pasal 349 sebagai
berikut:
BAB I. Pendabuluan
BAB II. EvaJuaslHasil TtiwuJan II (1'riwulan Dual Tabun 2020
BAB Ill. Kerangka Ekonomi dan KeuanganDaerah
BAB lV. Sasaran Dan Ptioritas Pembangunan Daerab
BAB V. RencanaKerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI. Penutup
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2.1. Bvaluaai Kinerja h...,am daJl Kept ... Berd....... kaD U.......
Pemerintahan Daer.h

Berdasarkan kctcnruan Pennendagri 86 'I'ahun 2017 Pasal 343 (II
Perubahan RKPDdapal dilakukan apabila berdooarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya daJam tahun beljalan menunjukkan adanya
ketldaksesuaian dengan perkembangan keadaan. OaJam hal teljadl
keadaan luar blase. sepertt bencana Covid-19sebagaimana yang telah
dinyatakan oleb World Health OgcuIi.zation sebagai Pandemic tanggaJ II
Maret 2020. dan Pemerintab Republik Indonesia menetapkan
penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasfonal melalul Keputusan
Presiden RI Nomor 12 tahun 2020, maka perubahan RKPOjuga dapat
dilaksanakan tanpa melaluf lahapan evaluast, sesual ketentuan pasal
343 (41 yaitu Perubahan RKPOdapat dliakukan tanpa melalui tahapan
evaluasi daJam hal leljadi kebijakan nasional, keadaan darurat,
keadaan luar blasa, dan perintab dan peraturan pe.rundang-undangan
yang lebib tInggi sctclah RPJMOdltetapkan.

Perubahan yang dilakukan pada pelaksanaan APBOKabupaten
LombokBaral tahun berjaJan 2020 dlawali dengan evaJuasi ternadap
kinerja program dan kegJatan di perencanaan yang termuat daJam
dokumen RKPO.EvaJuasl yang dllakukan pada RKPOdalam rangka
melakukan perubahan adalah pelaksaan hingga triwulan 1I tahun
berjalan. Tujuan pelaksanaan evaluasi hasil RKPO adatah sebagai
berikut :
1.Menjagakonsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan basil
rencana pembangunan daerah;

2. Konsistensiantara dokumen perencanaan;
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator
kinerja yang dltetapkan:

4. Mcmperolehgambaran capaian target kineria dan pendanaan;
5. Mengidentifikasl permasaJahan dalam pelaksanaan RPJMO dan
RKPD;dan

6. Merumuskan rekomenclasi dan saran lindak Janjut untuk
penyusunan RKPOtabun berfkutnya,
E\'aJuasi RKPO xabupaten Lombok Barat tahun 2020 sarnpai

dengan akbir bulan Mel dlJakukan melaiui anallsa capatan program.

BAS U EVALUA8IHASll. TRlWtILAlf D (DuAl TAHlm 2020
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Tabel 2 1 Capaian Kinelja RKPD Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah
Tabun 2020 Sampai dengan Akhir Mel

Nilai dan hasil perhitungan di seliap indlkator keglatan menjadi
Nilai dari kegiatan (nilallndlkator capaian]. Selanjutnya nilai dan rata­

rata capalan keselu ruhan klnerja kegiatan pada akhirnya juga menjadi
nilai dari setiap urU81lD pernerintah daerab oteh Perangkat Daerah.
Evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tabun 2020 sampai dengan
triwulan kedua (akhir bulan Mei) pada tiap Perangkat Daerah ill
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, sebagai
berikut :

.500/05. Sangat Rendah

76% s 9OO/.
660/0s 750/.
510/0s 65%

2. Tinggi
3. Sedang
4.Rendab

AnaJisa kinerja pcneapaian program tersebut dlukur dengan
menghitung nilaI rata- rata indikalOr program. Ratarata indikator
capaian dihitung dengan membandingkan realisasi eapaian pada

triwulan kedua atau al<hlr bulan Mei tabun 2020 pada tiap Perangkat
Daerah dengan target yang harus dicapal pada tahun 2020 dalam
satuan perseniase.

Dengan membandlngkan realisasl keuangan dengan target yang

tetab ditetapkan maka reallsasi keuangan sampal dengan triwulan
kedua untuk seliap urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
akan dikategorlkan ke dalam 5 (lima) kalegori yaltu Sangat Tinggj,
Tinggi, Sedang, Rendab dan Sangat Rendab dengan skala penUalan

sebagal berikut :
I.Sangat TInggl 91%s I00%



II

, .... ta ... IDJII:IlJA. P&ZDlXAr...... TIlIQ'"'III) ,--, ...: " ,"" ' ,,,.,,. ~ 'lit .
,.

, l -" • 5 • 1

RiiiiiiI

o;;;,,-c;;- .... '*-- 1).2$ I.M.:\. 988,00 '.297.&11.397.00 11.37 -...• dan l\"mIutd .. _ R¢&1(IM

""".n '.933.867.772,13 1S1.()33."'f),(10 2:1.73 Rendllh

~r.te.nte"U.II""". =-.~: :1.1150670.100,00 1.060.796.370,00 "".OS """""K«erU1:$1• UaIlJUl.daD l.t>13.403.n~.oo $4O.192.~OO 3'1.28 'Tlnal........,__ ....... ........1.968.74O.OOO,1JO b7e,121,~ 22,11

• ISM',' 10;",• ....., 6.46'l. - ...... ,,""'"
ToO '-"'-"!...l. 7.1J.61'3,1 '7&. 1'5'15," 62.139.2Il.7M,46 ...., .."...-:
.. Un.a ",,,,,_taU. Wt4lb rue ew.
~ ........... _o..t ,, _- 1= 1.164.192.900.(lO 4'2~937$14.00 ,.... ..._
• DPlKDP3A 1.02I.470,tI01M 1~3,:)4.(I69.00 18,9.!I

...,
I ~: Rcnl~h

3 """""'
1OihM J.69.5. tt..'t6.If(l'" l' ti j71.'Jl".~I<lI.OO 2'2,'2 .. Rend.~h

p'.'''' 13.006..560.QOO.oo 2.916.236.090.00 'l'l." Reo:s.h• -....,
s

~

t3..()63..()7Jb41.1O UI-1.s20.~".oo ..... ==•
~

5.M4.316.01~.$O 1.:t(,8.44 r,77$,OI) 11,H6 'ReutLah
1;;;:;;
Pcmber~·.tJ,tI SlltIpt? J,luyafla'ul..I dan '1.I39.M~.O(i;';.oo '2;)3.1'19,909.00 lO,<jQ
0- R......,....• 1)f>1KBP3A 5.'433.%2.000;00 165...... 77.00 '4,eN ...............

9 'PI:rlIubl.ll1ilM :~ t3.768.616.138.to t.430.9ih.01SM 10.39 ''''''..'
," KomUJllklllll d~(I

'2.7<Yl.'1()(o.3<10,60 r,1t).4l6.8SIt.OO 1l.~ RtmliahtnlnrIDAII1I8

~I .... ...;"..". -," ~~~
'2.BQS.. 743.000.00 416.95'2.9' .... 00 ,.... -

"""'- "...."'"I. M(a(I.1
._, L.J 40.19 L600,OQ 289,,391.983.00 25.38 Rend$l1
1~~lIsetl.l

ra 1"'"'0' .......
ro,;;;;- ilwi 9.61~I..)QO.030.00 J.92S.403.04I,uO 40,81 T;;;~'

,. SUllbI.Uk dM 182.6J'l.2:lfl.OO S6.M2.<l('o"oo ..... ""'-
~" -- ~

8&1.870.000.00 ........_.00 7....

I. Fttpu.t.alwln

I :;.;;~
1.5.'21.435.171,70, 39).203.'203,00 ..... f<o".."

11 ~"",*,I '28".2:'1,~,OO ~ 1.6Q4,7OO,OO 214,7. Sedou,ng
rT.;;;; , w"" ...... ""' ... 1... .21



12

Tabe122 Predikat Realisasi KineJja Per Urusan Kabupatcn Lombok
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Konsumsi pemerintah yang tercermin pada realisasi belanja
langsung hingga triwulan II atau bulan Mei 2020 adalah mencapai Rp.
1:13.036.835.342,45 atau 12,070/0dengan kategori Sangat Rendah dari
total belanja langsung yl1ng mencapai Rp. 1.019.774.984.81:1,24.
Reahsast dengan kategorl sangat tinggi ditaksanakan oteh Dinas
I..ingkungan Hidup yang mencapai 38.390/0, dan Dlnas Pemuda dan

Olabraga yang mencapai 40,810/0 pada urusan Wl\iib yang Tldak
Berkaitao dengan Pell.l)'QnanDasar; dan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah pada Urusan rungsi penunjang yang mencapai
42,850/0. Sementara Itu realisasl terendah terdapat pada Dina.
Pariwisata pada Urusan Pllihan yang hanya mencapai 0,85% dengan

kategori sangat rendan, serta Dinas Tenaga Kelja yang melaksanakan
urusan Transmigrasl dengan realisasi yang maslh nlhU (0). Sedangan
berdasarkan urusan pernerintahan, urusan pemcnntahan fungsi
penuojang memiliki realisasi tertinggi dengan kategorf Sedang dtmana
capaiannya sebesar 29,820/0 atau Rp. 36.818.:128.71515,00 dar! total

anggaran mencapai Rp. 1:13.4815.876.981,91"
Secara umum telaahan hasil kinerja program dan kegiatan

Kabupaten Lombok Bamt pada triwulan II tahun 2020 adalah sebagai

berikut :
1. Pada tanun 2020 secara umum program dan keglatan telah

terlaksana denga.n balk dalam rangka memenu hi target kinerja,
namun secana kescluruhan predikat capaian rnaslb sangat rendah
atau realisasl masih berada dtbawah 130/0.

2. Uotuk triwulan II, lolok ukur ketercapaian kinCJja adalah memenuhi
target yang reran dttetapkan sebesar 41,67%. Secara umum
ketercapaian kinerja keuangan pelaksanaan program/kegiatan
sampai dengan bulan Mei tahun 2020 belum mcocapai target yakni

Sumber: Bappeda Kab. Lombok Barat, 2020 (dlolah)

Ifo IDtenallfn.i _t
Jam)." ._-Reall ... l Killed. KiIleri.

I 9 1% .100".4 Sanl>:atTinlOO 3 5,88
2 760/0' 90".4 Tinruti 4 7,84
3 660/.< 75% Sedana 4 784
4 510/0.650/0 Rendah 20 3922
5 .500/. Sangat Rendah 20 39,22

J.....lah 51 100
•

Tahun 2020
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roasib berada dibawah 41.670/0 atau masih kategori sangat rendah
dengan capalan sebesar 12,07%. Secara keaeluruhan urusan
pemerintahan balk Urusan Wajib yang BerkaJtan dengan Peleyanan
Dasar, Urusan Wl\iib yang Tidak BerkaJtan dengan Pelayanan Dasar,
Urusan Pilihan maupun Urusan Fungsl Penunjang belum mencapal

target capaian, sementara itu jika berdasarkan Perangkat Daerah,
maka terdapat uga (3) Perangkat Daerah yaltu Dlnas Ungkungan
Hidup. Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Badan Pengelolaan
Keuangan dan AscI Daerah yang dapal mencapai kinelja keuangan
dengan kategorl Sangat TInggi. dan terdapar 4 Perangkal Daerah
yaJtu satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas
Sosial, dan Sekretruiat DPRD yang dapat rnencapal kinetja keuangan
dengan kategori Tlnggt.

3. Realisasi program yang melebihi target klnerJa diukur dengan
memperhatikan capalan realisasi kincrja keuangan yang melebihi
target triwulan II (sampal bulan Mei) yakni 41.670/0, terdapat
Perangkal Daerah yang telah melaksanakan program dengan

realisasi melebihi target sebagai berikut :
a. Dlnas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada program :

Program Perencanaan Tata Ruang dengan reallsasl keuangan

44,4%

Program Pengendallan Pernanfaaran Ruang dengan realisasi
keuangan 46,16%
Program Pengembangan Wilayah SmUtgls dan Cepal TUmbuh

dengan reaiisasi keuangan 51. 43%
Program Pengelolaan Sanitasi Layak dengan realisasi

keuangan 59,890/0
b. Dinas Sosial

• Program Ptnanggulangan Beneana Berbasis Masyarakat

dengan realisast keuangan 70.83%

c. Dinas Kesehalan
_ Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

dengan reaiisasi keuangan 48,60/0

d. Dikbud
Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan realisasi

keuangan 96,390/0
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• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi
keuangan 61,740/.

e. BPBD
· Program peningkatan disiplin aparatur dengan realisasi

keuangan 94,54%
Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. PMD

Program pengembangan lembaga ekonomi pedcsaan dengan
realisasi keuangan 49,58%

b. Dinas Perhubungan
Program peningkatan pengembangan slstem pelaporan

capaian klnerja dan keuangan dengan realisasi keuangan
46,30%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
realisasi keuangan 55,210/.

Program Rehabili1asi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas I..LAJ dengan realisasi keuangan 94,720/.

c. Dinas I..lngkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SUmber
Day. Alam dan Lingkungan Hidup dengan realisasi keuangan

44,580/0
d. Dinas Koperasi

· Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan
realisasl keuangan 73,41~.

e. Dinas Kominfo
• Program kerjasama informasl dengan mas media dengan

reausasr keuangan 56,340/.
f. Dukcapil

• Program Penlngketan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

realisasi keuangan 43,590/.
g. Dp2kbp3a

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender

dalam pembangunan dengan realisasi keuangan 47.87"/.
Program Peningkatan Perlindungan Khusus ADak dengan

realisasi keuangan 73.08%
h. Dlspora
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Urusan Pilihan
a Dinas Penanian

Program Penlngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

realisasi keuangsn 52,82"/0
b. Perindag

• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

realisasl keuangan54,91·/o

Fungsi Penunjang
a. Sekretarial DPRD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
realisasi keuangan dengan realisasi keuangan 50,62%
Program penlngkatan disiplin aparatur dengan realisas!

keuangan 87,380/.
b. Sekrelanat daerah

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

pengendalian petaksanaan kebijakan KDH dengan realisasi
keuangan 43,990/.
Program penlngkntan tala kelola pemerlntahan dengan

realisasi keuangan 48,080/.

Program peningl<aUln peran serta kepemudaan dengan

realisas! keuangan 62,13%
Program Pengembangan Kebijakan dan Manl\icmen Olah Raga

dengan realtsasl keuangan 99,190/.

Program Pembtnaun dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan
realisast keuangan 100,00%

I. Dlsnaker
Program Penlngkatan Kcsempalan Kerja dengan realisas!

keuangan 44,19%
Program ~Undungan dan ~ngembangan Lembaga

Ketenagakerjaan dengan realisasi keuangan 51,72"/.
j. Arpusda

Program penlngkatan disiplin aparatur dengan realisasl

keuangan 100,000/.
k. Bapenda

• Program Penetapan Kebijakan Pajak/RetJibusl Daerah dengan

realisasi keuangan 52,57%
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pcnlngkatan disiplin aparatur dengan realisasi
keuangan 82,470/.
Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan I
100010

j, L.embar

Program Perencanaan Kecamatan dengan reaJisasi keuangan
1000/.

k, Labuapi

Pereneanaan Kecama.tan dengan reaJisasi keuangan

Perencanaan Kecamatan dengan reatisast keuanganProgram
100%

b_ Narmada
_

Program

91.670/.
i. Wngsar

Program

c. Inspektorat
_ Program Peningkatan Saran.a dan Prasarana Aparatur dengan

reaJisasi kt:uangan 63,37%
d. Bpkad

Program Peningkat.an Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
realisasi keuangan 86,730/.
Program penlngkatan disipUn aparatur dengan realisas!
keuangan 61,26%
Program penlngkatan pengembangan slstem pelaporan
capaian kincrja dan keuangan 49,230/.
Program Peningkalan Kapasitas Kelembagaan dengan realisasi
keuangan 49,68%

e. Bkdpsdm
Program Penlngkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
realisasi keuangan 43,38%
Program Penlngkatan Kapasitas Sumber Days Apararur
dengan reaJisasi keuangan 84,48%

I, Bapenda
_ Program Penctapan Kebijakan Pajak/Retribusi Daerah dengan

realisasi keuangan 52.57"/.
g_ Sekotong
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o. Gerung
Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan

100%
p. Batulayar

- Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan

1000/.
4. Berdasarkan capaian realisasi kinerja keuangan Perangkat Oaerah

tahun 2020 hlngga akhir bulan Mei, terdapat beberapa [aklor yang
menjadi penyebab ketercapaian target kineJja balk yang mendorong
maupun yang menghambat tidak tercapainya target, terpenuninya
target dan yang melebihi target kineria adalah sebagai berikut :

Faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu :
a [asilitas penunjang sarana dan prasarana yang cukup untuk

memenuhi pelayanan secara optimal
b. anggaran dalam rangka mendukung peocapaian indikator kineJja
c. sumberdaya manusia (SOM)yang memadai secara kualitas dan

kuantitas
Faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu :

a. Adanya pandemic Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) secara
langsung maupun tidak langsung sangat menghambat
pencapaian kinerja, Pelaksanaan program dan kegiatan tahun
2020 pada saat kita sedang menghadapi tantangan yang sangat
berat, barangkali terberat sejak krisis flnansial Asia 1998/1999

keuangan IProgram Perencanaan Kecamatan dengan reaJJsasi
lOO%

Program Perencanaan Kecamatan dengan reallsasi keuangan
100%

I. Kuripan
Program perungkaten pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan 71,77%
Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan

100%
m. Kediri

- Program Perencanaan Kccamatan dengan reaJJsasi keuangan

1000/.
n. Qunungsari



J9

yang Ialu. Semua kabuparen/kota/provinsi di seluruh Indonesia,

bahkan negara di seluruh duma saat ini sedang mencurahkan
energi dan sumberdayanya untuk mengatasi waban pandemik
Corona Virus Disease 2019 (CQvid-19).Pemerintab Kabupaten
LombokBarat mengaJami penurunan pendapatan. Di sisi lain
pengeluaran meningkat untuk mcnyuntik bantuan (stimulus)
pada masyarakat rentan dan dunia usaha.

Scjak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telab
dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dati
membatasl hubungan sosial (social distancing], menghimbau
untuk bekerja di rumah (work from hamel bagi sebagian besar
Aparatur Sipil Negara (ASN),meniadakan kegiatan ibadah, dan
meminta masyarakat untuk tetap di rumab serta mengurangi
akuvitas ekonomt di luar rumah, dan juga pemerintah telab
menetapkan Pemoatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada
beberapa daeran.

Pembatasan pelayanan publik ini mulai dilakukan oleh
pemerintah sejak pcrtengahan bulan Maret 2020 ini, dimulai
dengan mcliburkan anak sekolab dengan meminta untuk belajar
d.i ruroah dan kemudlan menghlmbau kepada pegawai-pegawai
untuk melakukanWork From Home(WFH).PernberlakuanWFH
Ini memang tidak diberlakukan kepada seluruh penyelenggara
pelayanan publik, dikarenakan ada beberapa bidang yang tidak
dapat melakukan WFH, seperti Dinas Kependudukan dan
Pencatatan SipiJ terkait dengan perekaman KTP.EI,mengenai
pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun perpanjangan
STNK di Samsat, dan btdang-bidang lain yang memerlukan
kedatangan masyarakat seeara langsung. Walaupun tidak
memberJakukanWFH,tetapi tetap memberlakukan pembatasan
pelayanan publik, Pembatasan yang dilakukan yaltu seperti
dengan mengurangi jumlah antrian yang masuk ke daJarn
ruangan dan di daJarn ruangan, serta pelayanan harus mengikuti
anjuran jarak aman yaitu minimal 1meter.

Dengan berlakunya WFH bag; pegawal-pegewet yang
bergerak dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan
publik meojadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa
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2.2. Ke.lmpult.n dan Rekomendasi Rasll Evalua.1

Memperhatikan hasll evaluasl capaian kinetia program dan
kegiatan pada pelaksanaan RKPDtahun 2020 sampai dengan triwulan
kedua (bulan mei], maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Realisnsi keuangan program dan. kegiatan Perangkat Daerah sampai

deogan Triwulan D (akhir bulan Mei) rnasih sangat rendah yaitu
12,070/.dan seharusnya 41,67% yang ditargetkan.

b. Rendahnya capaian tersebut disebabkan secara langsung maupun
tidak langsuog oten Pandemi Covid·19.

c. Dlperlukan inovasi-lnovasi pelaksanaan program dan kegiatan daJam
memben'kan pelayanan agar palayanan tidak terhambat seperti
memberikan pelayanan melalui sistern online.

bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara
langsung.

b. ketergantungan terhadap pimpinan
c. budaya kerja

d. tingkat kesejahteraaan pegawai
S. Berdasarkan hasil realisasi keuangan pada rriwulan D pada tahun

2020, tindak lanjut yang ditakukan adalah sebagai berikut :
Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan terhadap
peru bahan asumsi kerangka perekonomian dan pendanaan
daerah.

Melakukan eflslensl anggaran dengan memperhatikan jumlah

pendapatan daerah yang mengalami koreksi target sebagai akibat
rendahnya capaian pendapatan daerah sebagai dampak Pandemi
Covid·19.
Melakukan perubahan target kinetia program dan kegiatan
sebagai dampak eflsienst anggaran

Melal<ukan penyesuaian anggaran dengan cara menggcser
anggaran dalam rangka pcncapaian target kinerja.
Membuat inovasi-inovasi pelaksanaan program dan kegiatan
dalam memberikan pelayanan agar palayanan tidak terhambat
seperti memberikan pelayanan melalul sistem online.
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d. Rendahnya capaian juga disebabkan maslh tingginya
ketergantungan terhadap pimpinan yang berdampak pada
keterlambatan dalam pengambilan kCPUIUsan, dimana masih
banyak pejabat pada perangkatdaerah yang poslsljabalannya belum
terisl,

e. Keterlambatan keputusan maupun Juklak/Juknis yang berkaitan
dengan program/kegiatan yang direncanakan pada trtwulan 11,
menyebabkan serapan keuangan menJadl rendah serta adanya
penyceuatan terbadap keglatan-kegtatandlmaksud.

f. Adanya pengendalian belanja akrbar belum tersedtanya pendapatan
daerah,
Berdasarkan basil evaluast capaian kinerja program dan kegiatan

pada pelaksanaan RKPDtabun 2020 sampai bulan mei, maka dapat
direkomendasikansebagai berikut :
a. Melakukan penjadwaJan ulang terhadap petaksanaan kegiatan

dalam rangka peningkatan daya serap angpran dan pencapalan
target kineJja kegiatan yang masuk kategor! rendah dan sanga;
rendah

b. Penyesuaianasumsi pendapatan, belanjadan pembiayaandaerah.
c. ldentifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi

pclaksanaan kegiatan.
d. Menlngkatkan koordinasi dengan plhak terkalt terhadap kegiatan

yang bersifat priontas dan lintas PerangkatDaerah.
c. Beberapa Perangkat Daerah perlu penambahan anggaran untuk

peneapalan target indikatomya, terutama pada Dinas Kesehatan,
RSUD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan
langsung dengan upaya pereepatan penaggulangan Pandemi Covid-
19.

r. Meroslonalisasi anggaran Perangkal naeran yang tidak terkait
dengan masyarakat.
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Untuk mellhat kebcrhasilan pembangunan ekonoml makro maka
laju pertumbUhan ekonomi menjadi indikator yang diperhatikan.
Kondisi ekonomi makro Lombok Sarat pada tabun 2019. pasca bencana
gempa bumi tahun 20 18 terlihat sudan mulaJ membaik, dimana

pertumbuhan ekonomi tahun 2019 tumbuh sebesar 3,84%.
Pertumbuhan ekonoml disebabkan oleb meningkatnya produksi yang

Sumber : BPS Lombok Saral, 2020

.
No >IIJM!AI!,' '" .', ,"" ,",,"i "Iii. {,'~Oil'.'" ,;I1....;·'01.. !<,. IiOr. 'l,~~..:,.i<
1 Nih.! PORB Reb. Loooook IJAMI

WlfB 11.""1'" ,65 12.633,11 l~',l"'JI$ ,"",",,70,:) I 1:5."161, .. 6

WJiK 9.J6<1,M 9.79'2,22 10... 31." 10 ... ",1.9.3 10.895.21

PtrlwnbubM Adhb 10,36 10.:11 3.78 6,85

~wabuben -.:thk 5,'. .... .,., ...., f'ORB PIer l\aJ*a!
AD'IB ,,4&0.20 ......... ~ .....2' 11 119.:.7 'n.:2'47,IS

ADHI< 14.1%.39 1... 7"l'2.n 15.430.1' ls"aI3,.08 1»7&.92

Putw:ubullan PORB pet' '"'-pha <t.1. 4.07 <.... ·OA9 2,38

3 "uml8h f'l'.::nr.),M!uk ... ,89 00:>,13 615,21 68S.16 684,tW

< PertUlDI.tUI\8n J,unWl Penduduk 1.60 .",. 1,"2 1.<17 1.43

Tabel3 1 PDRBKabupaten, PDRS Per Kapita, Jumlab Penduduk, dan
Perturnbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun

20152019

Salah satu indikator p<:nting untuk mengetahul kondlsi ekonomi
pada periode tertentu yaknl dengan lllelihat perkembangan nUBiProduk
Domestik Regional Sruto (PDRBIbaik alas dasar hargn berlaku (ADHS)
maupun atas dasar hargn konstan (ADHK). PDRB merupakan nilai
tambab yang dihasilkan oleh scluruh unit usaha, atau jumlah nilai
barang dan jasa al<hir yang dlhasilkan oleb scluruh unit ekonomi pada
suatu daerah,

Nilai PDRB Kabupaten Lombok Barat atas dasar harga berlalru
pada tahun 2019 mencapai 15,461 triliun atau menlngkat 4,013 triJiun
dlbandingkan tahun 2015. Sementara untuk POR.BADHKpada tahun
2019 sebesar 10,895 triliun. meningkat dibandingkan tahun 2015
mencapai 9,264 triUun. Perkembangan PDRBKabupaten Lombok Sara!
sepern yang terUhat pads label sebagai berikut :

3.1. Oamb ...... P""ekollomla .. Daerab

BAJI m URANGKA EKOifOIlI IlAKRO DURAll
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Sumber : BPS ProvinslN'TB, 2020
Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha penyediaan

akomodasi dan makan minum hlngga tahun 2019 maslh mengalami
kontraksi atau pertumbuhan yang minus 1,07 persen, yang pada tahun
2018 minus hingga angka -9,97 persen. Hal dtatas menunjukkan
dampak gempa yang teljadi tahun 2018 sangat mempengaruhi industri
pariwisata, dan belum sepenuhnya pulih hingga tahun 2019.

Beberapa sector menunjukkan pertumbuhan diatas 5 persen yang
mendongkrak penumbuhan ekonomi Lombokbarat sebagal berikut : 1)
Sektor pertarnbangan dan penggalian yang tumbuh 5,33 persen, 2)

•
___ .. :s ~~_, U.76....

S.11
!..70

1IiIlIii._ ....

• OJ
j..••.."

(4,•• ) .... ~ D,S7....
t "8'....

....
....., ..........,..........

Gambar 3 I La,lupenumbuhan ekonomi Kabupaten LombokSarat
2015-2019

cukup besar pada Qtcgori kontruksi dengan adanya penyelesaian
rehabilitasi paSC8gempa. Kategori kontruksi mampu tumbuh sebesar
8,540/01.ahun2019, yang pada tahun sebelumnya mengalaml konuaksi
hingga -1,50%. Selaln nu beberapa sektor yang pada tahun 2018
tumbuh minus seperti pertambangan dan penggalian, industri
pengolahan, real estate, [asa perusahaan, dan jasa Ialnnya telah
mampu tumbuh positif pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020
bulan Maret kemball teljadi Bencana Non Alam yang mengakibatkan
seluruh sendi-sendl perekonorman menjadi terpnggu. Kondisi ini
diperldrakan terus berlanjut sampai akhir tanun 2020. Pada kwartal 1
Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan posltif sebesar 2,5%,
dan di Kabupaten LombokBaral juga masih rnengalaml pertumbuhan
yang positifsebesar 1,5%merupakan kontribusl sektor pertanian.

Lebih rinei pertumbuhan ekonomi dan tahun 2015·2019 seperti
gambar berikut,
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Ada dua puncak inflas! lahunan yang biasanya terjadi, waktu

kenalkan harga karena perayaan Natal dan Tahun Baru serta gangguan
cuaca YMg sering terjad! menyebabkan gangguan jalur·jalur distribusi,

Sektor pengadaan listrlk dan gas tumbuh sebesar 9,88 persen, 3) sektor
kontruksi tumbuh 8,54 persen, 4) Sector perdagangan besar dan

eceran, reparasi mobUyang tumbuh sebesar 6,58 persen, 5) Sektor jasa
pendidikan tumbuh sebesar 5,27 persen, dan 6) Sektor jasa kesebatan

dan kegiatan social tumbuh scbesar 6,10 persen. Sektor lalnnya, sepern
1) PcrtanJan, Kehutanan, dan Perikanan, 2) industry pengolahan, 3)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 4)
lnformasi dan Komunlkasl, 5) Jasa Keuangan dan Asuransl. 6) Real
Estate, 7) Jasa Perusahaan, 8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jarninan SOsla! Wl\Jib. dan 8) Jasa lainnya, mampu tumbuh <Ii

bawah 5 persen.
Ll\)u lnflasi Kabupalen Lombok Barat pada periode lahun 2015-

2019 mengaIami kecenderungan menu run seperti haInya inflasi di
tingkat provinsi NTB dan lnflasi nasional. lnflasi cukup tlnggi yaitu
pada tahun 2013 sebesar 6,21 persen jau.h diatas angka Inflasi Prov1nsi
NTB yaltu 3,41 dan naslonal sebesar 3.4 persen. Angka inflasi dl
Lombok Barat terus mengaIami penurunan dan mencapal angka 2,89
persen pada tahun 2019 atau turun sebanyak 3,32 persen seiama
periode tersebut, dan berada dibawah angka inllasi Provlnsl NTByairu
3.19 persen, dan berada pada posisi sedikil lebih tinggi dati angka
inRasi naslonal yang sebesar 2,7 persen. Menurunnya tlngkat lnllasi ini
menunjukkao harga barang dan jasa dl Lombok Barat relatif stabil. Hal
inl menunjukkao adanya gairah pe.rekonomian yang positif teJjadi di
Kabupaten Lombok Saral. seperti sema1dn meningkatnya tnvestast,
meningkatnya produksl dan secara lidak langsung meningkatkan

pendaparan masyarakat.
Perkembangan inflasl Kabupaten Lombok Barat, Provlnsl NTB dan

NasionaJ adalah sebagal berikut,
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Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVlD-19) yang
d!nyatakan oteh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health
Organization) sebagai pandemi pada sebagian bcsar negara-negara di
seluruh duma. termasuk di Indonesia, dan Kabupaten Lombok Barat
menunjukkan peningkatan dar! waktu ke waktu dan telab
menimbuIkan korban jiwa. dan kerugian material yang semakln besar,
sehingga berimplikasl pada aspek sosial. ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat. lmplikasi pandeml COVID-19 telah berdampak antara lain

3.2. Gamblo1'o,ll Perubaban Ker .... 1ka £koll.o",,1 Do.erab

Tal" ..>

To,be1 3. 3 Jumlah Peoduduk Misldn di Kabupaten Lombok Barat
Tabuo 2015 - 2019

Puncak lnllasi kedua (erjadi sebagai dampak dan rnasa Uburan, bulan
suet puasa umat Muslim (Ramadan), perayaan ldul !'itri, awaJ tahun
ajaran baru, termasuk juga pada seat upacara Maulid yang perlu terus
menda,patkan perhatian, InOasi memfllkl inOikas; yang cukup besar

terhadap kesejabteraan masyarakat, yaitu bila inOasi semakin tinggl
maka akan berimbas pada kenaikan harga barang dan [asa. Hal ini
berdampak pada menlngkatnya standar kebutuhan minimum (garis
kemisklnan) sehingga menlngkatnya jumlah penduduk rnlskin dan pada
akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

KemJskinan masih merupakan permasalahan mendasar yang

sedang dihadapi oleh Pemcrintah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah
penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tabun

terakhir (periode 20 IS - 2019) mengalamJ OuktuasJ. Untu k data tabun
terakhlr yakni pada tahun 2019 jumlah penduduk mlskln menjadi
105.040 Jiwa Persentase penduduk miskln mengaJami penurunan 0.03
persen menjadi 15.17 persen pada tanun 2019.
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terhadap perlambatan pertumbuhan ekonom! naslonal. penurunan
penenmaan negara, dan peJ\ingkatan belanja negara dan pembiayaan.

Pandemi Covid·19 menyebabkan teriadtnya perubahan pada

kcrangka ekonoml daerah. Penyesuaian yang dllakukan adalah dalam
rangka rnenyesuaikan dengan kondisi terklnl dan rnernerlukan
dukungan arab kebljakan perekonomian daerah, dlmana Perubahan
RKPD Tahun 2020 adalah dlsusun dengan mellhat perkembangan
perubaban kondlsi dan rcallsasi capaian kegiatan tabun berjalan, serta
adanya perubahan dan perkembangan ekonom! makro di tingkar
nasional, regional dan loka! yang cukup berimbas pada perkembangan
kondisl anggaran d! daerah.

Perekonomlan Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik
Brute (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan 1-2020 mencapai
Rp3.922.6 triliun dan QUiSdasar harga konstan 2010 meneapai
Rp2.703.1 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020
tereatat 2.97% (y-on-YI.melambal dibanding capaian triwulan 1-2019
yang sebesar 5,07 persen, leblb rendah dart perkiraan Bank Indonesia
4.4,... Dart sis! produksl. pertumbuban lertinggi dlcapal Lapangan
Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10.67 persen. Dari sisi
pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dlcapal olch Komponen
Pengeluaran Konsumsl Pemerintah (PK-P)sebesar3.74 persen. Ekonomi
Indonesia triwulan 1-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalaml
kontraksl sebesar 2.41 persen (q-IO-qJ.Dari sisi produkst, penurunan
disebabkan oleb kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha.
Dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan olch kontraksi pada
selurub komponen pengeJuaran. Penurunan yang eukup tajam
mengindikasikan tekanan Icblb berat akan dlalarni sepanjang tahun
2020. yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari
skenario berat sebcsar 2.3% menuju scenario sangat berat yaitu
kontraksi -0,4%.

Pertumbuban ekonoml Indonesia pada triwulan I termasuk salah

satu yang tertinggi. lebih balk dart sebagian besar negara-negara lain.
Pertumbuhan clconomiTiongkokpada triwulan I 2020 tereatat -6.8%.
jauh lebib rendah dart pencapalan di trlwulan IV2019 sebesar 6,0%.
Pertumbuhan ckonomi AS tereatat 0.30/0 pada triwulan I 2020.
meskipun tetap posltJfnamun lebih rendah dati pencapaian di triwulan
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IV 2020 sebesar 2,3%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Eropa,
Singapore dan Korea Selatan pada triwulan 1 2020, masing-masing­
masing tercatat sebesar ·3,30/0, ..2,2%. dan 1,3%•

Stabilitas harga selama Pandemi Covid-19yang tercermin dari
angka In1lasi lndeks Harga Konsumen (lHK)pada April2020 tercatat
0,08% (mtm), atau sebesar 2,6~1o(yoy),lebih rendah dari prakiraan
Bank lodonesia. Hal ini menunjukan bahwa faktor rendahnya
permintaan mula! membuat tekanan terhadap in1lasiberkurang yang
dipengaruhi oleh Iangkah-langkah penanganan pandemi COVlD·19
yang menyebabkan aktivitas manusia yang Icbib rendah terkait
pembatasao rnobilitas,PSBBdan lain sebagamya,Kondisitersebut juga
memengaruhi prakiraan innasi pada saar Ramadan dan Idulfitriyang
lebib rendah daripada data hlstortsnya, Bank lodonesia meyakini
sarnpai dengan akhlr tahun 2020, inflasi akan terkendali dan rendah di
kisarao sasaran 3±j%•

Sementara itu, untuk gambaran perekonomian makro daerah
ProvmslNusa TenggaraBarat sebagai berikut : PerekonomlanProvinsi
NTByang diukur bcrdasarkan Produk DomcstikRegionalBrute (PDRB)
atas dasar harga berlaku triwulan 1·2020mencapai Rp32,87 triliuo dan
atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 22,99 triliun. Ekonomi
Provinsi NTB triwulan 1·2020 dibandlngkan triwulan 1·2019 tumbub
3,19 persen (yon y). Dari stst Prnduksi, pertumbuhan tertinggi dicapai
KategoriPertambangan dan Penggaliansebesar 18,82persen. Dari sisi
pengeluaran, pertumbuhan tertinggt dicapai Komponen Perubahan
Inventori Pengeluaran Konsumsl Pemerintah sebesar 3,43 persen.
[Perubahanlnventori yang memilikishare kecilmencapai pertumbuhan
sebesar 4,0] persen]

Pada bulan Mel 2020, deflasi di NTB sebesarO,19 persen, atau
terjadi penurunan Indeks Harga Koosumen (IHK) daJi 103,16pada
bulan April 2020 menjadi 102,96pada bulan Mei 2020. Angka defiasi
in! berada di bawah angka in1lasi nasional yang tercatat
sebesar 0,07 persen.

Oeftasi Mei 2020 sebesar 0,19persen di Provinsi NTB terjadi
karena adanya penurunan barga yang ditunjukkan dengan I
penurunan indeks pactaKelompokMakanan, Minuman,dan Tembakau
sebesar 0,31 persen; KelompokPakaian dan Alas Kaki sebesar 0,16
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persen: Kelompok Perumaban. AIr. Ustrik, dan Bahan Bakar Rumah
Tangga sebesar 0,39 persen: Kelompok Pertengkapan, Peralatan, dan

Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0.02 persen: Kelompok
Kesehatan sebesar 0,03 persen; KeLompokTransportasi sebesar 0,05
persen: dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jess Lalnnya sebesar
0.02 persen. Sedangkan kenaikan indeks terjadl pada Kelompok
lnforrnasi, Komunikasl, dan Jasa Keuangan sebesar 0,00 persen;
Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,03 persen;
Kclompok Pendidikan sebesar 0,00 persen; dan Kclompok Prnyediaan
Makanan dan Minuman/Rcsloran sebesar 0,01 persen.

LaJu inllasi Provinsi NTBpada Mei2020 sebesar -0,19 persen lebih
rendab dibandingkan inflasl tahun kalender Mei

2019 sebesar 1,18 persen, Sedangkan laju Inflas! 'tahun ke tahun" Mei
2020 sebesar 0,34 persen Lebihrendab dibandlngkan dengan l'\iu inflasi
"tahun ke iahun" dl buLanMei2019 sebesar 3,61 persen.

Oi tengah Pandemi Covld-19 yang sedang melanda dunla termasuk

Nusa Tenggara barat, beberapa indikator kesejablcraan Provinsi NTB
pada triwulan I 2020 menunjukan peningkatan. Menlngkatnya
pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2020 serta lerjaganya
inllasi pada level yang rendab dan stabU. mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang tampak dari bcberapa indlkator. NTP

Bulan Mei 2020 sebesar 105.91 atau nalk 0.03 persen dLbanding NTP
bulan seberumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang
Diterima Petani (It) menlngkat sebesar 0,15 persen, Icbih besar dari

kenaikan Indeks Harga yang Oibayar Petanl (Ib) sebesar 0,12 persen.
Sebagian besar NTP bemllai di alas 100 kecuali untuk substktor
Tanaman perkebunan rakyat yang hanya sebesar 97,65. NTPsub sektor
lainnya masing-maslng sebagal berikut : Tanaman Pangan 106,08 ;
Tanaman Hortikulturo 110,92 ; Peternakan 106,47 dan subsektor
perlkanan sebesar 102,09.

Penerapan UMP Provinsl NTB 2020 turut menlngkatkan
kesejabteraan pada triwulan I 2020. Oalam setahun terakhir,
pen,gangguran berkurang sekitar 3,07 ribu orang, sejatan den,gan TPT
yang turon mer1,jadi3,14 persen pada Pebruari 2020, dimana pada
Pebruari 2019 tereatat pada presentase 3.27%. Demlklan pula dengan
penduduk miskln daLam pcrsentase maupun jumlah orang miskin juga
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menurun meojadi 13,88% atau 705,68 ribu orang. Pada Maret 2019.
jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggam Barat sebesar 735,96 ribu
orang (14,56 persen). Tcrlihat adanya peourunan persenrase peoduduk
miskin (PO)selama periode Maret 2019 - September 2019 yaitu sebesar
0,68 pcrsen poin. Pada periode Maret 2019 - September 2019, Indeks
Kedalaman Kemiskinan (PI) di Nusa Tenggara Barat rnengalami
penurunan dart 2,327 pada Maret 2019 menjadi 2,119 pada September

2019. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk
miskin eliNusa 'fenggara Barat cenderung mendekati Garis Kemiskinan.
Kemuelian Indeks Keparaban Kemiskinan IP2) justru mengaJami
peningkatan dart 0,478 pada Maret 2019 menjadi 0,519 pada
September 2019. Ini berarti kesenjangan dian tam penduduk miskin
semakin melebar.

'fingkat optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi dart
Indikator survei konsumen juga rnenuniukan arab optimisme yang lebih
balk. Namun demikian, membaikoya indikator kesejahteraan tersebut
masih mangalami ancaman dengan adanya Panderni Covid-19 yang
belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Fokus PemprovNTB
kinj meoangani pandemt Covid-19."Kita abaikan dulu yang namanya
lndikator dan target apa-apa itu. Covid-19dulu kita selesalkan ini," apa
pun akan dilakukan pemerintah agar pandemi Covid-19selesai. Setclah
itu, baru bisa fokus mengejar target-target pembangunan jangka
menengah dan panjang (Sumber : Sekda ProvinsiNTB).

Garnbaran perekonomtan Kabupaten LombokBatat yang menjadi
asumsi dasar perubahan adalah sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi (PORBAOHK)Kabupaten Lombok Barat

Tahun 2020 eli tengah Pandeml Covid-19 diproyeksikan akan
mengalami pertumbuban posiliJ berkisar pada angka 1,5 - 2,5%.
[olah data Bappeda Lobar, 2020), walaupun masih berada dibawah
target yang direncanakan yakni 5,50%;

2. Tekanan inllasi pada trtwutan II 2020 diperkirakan terkendali dalam
kisaran sasaran inJIasi nasional sebesar 3 ± 1%(yoy).TerkendaJinya
inflasi eli Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperkirakan pada
triwulan II tabun 2020, maka dart itu laju inilasi Kabupaten Lombok
Barat juga diperkirakan tetap terkendalt menglngat tingkat
konsumsi rnasyarakat yang telah mcnurun pasca idul Iitri dan akan
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menlngkat kembalt mel\ielang han rays keaga.maan idul adha pada
bulan agustus mendatang,

3. PORBperkapita alas dasar harga konstan (AOHKIpada Tahun 2020
<Ii tengah Pandemi Covid-19 diproyeksikan sebesar Rp. 15,94 juta,
nalk hanya 1,68 persen atau Rp 263 rtbu darl tahun sebelumnya
(olahdata Bappeda Lobar, 2020).

4. PORBperkapita atas dasar harga berlaku (ADHB)pada Tahun 2020
diproyeksikan sebesar Rp. 23.19 juta, naik 4,27 persen atau Rp 948
ribu dan tahun sebelumnya (olahdata Bappeda Lobar. 2020).

5. Konsumsi pemerintab yang ditunjukkan melahll reaJisasi beLanja
daerah mengalami penurunan yaknt sebesar 22.36% dibandingkan
reallsasi tahun sebelumnya pada periodeyang sama (sampai dengan
akhir Meil1'ahun 2019 yang mencapai 25.34%. Scdangkan realIsasi
pendapatan daerah tahun 2020 pada periode akhir Mei 2020
mencapai 29.98%, leblh linggidibandingkan tahun sebelumnya yang
mencapai 26.63%.
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Priornas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat
tahun 2020 merupakan rurnusan kebijakan pernbangunan daerah sebagai
hasil ~ian dati evaluast hasll ldnerja pernbangunan pada tahun sebelumnya,
nasn evaluasi capaian kincrja pembangunan daJam rentang waktu
perencanaan RPJMO, dan perklraan kemampuan keuangan daerah.
Perumusan Rencana Kelja Pemerintah Oaerah (RKPO)adalab berdasarkan
visi, misi, arab kebijakan dan program yang duetapkan dalam Reneana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPJMD)Kabupatcn LombokSarat
Tahun 2019·2024 yang menjadl pedoman daJam dalam perumusan prtoritas
dan sasaran pembangunan dacrah tahun 2020 ke dalarn bentuk program dan
keglatan disertai pagu indlkatif;

PrioritaS pembangunan dacrah merupakan program-program prioritas
yang berkaitan dengan pencapaian sasaran pembangunan, persoalan yang
krusial, dan mcmililddaya ungkit untuk mcningkatkan kinerja pembangunan
dacrah. Prioritas pembangunan daerah memuat program-program unggulan
Perangkat Oaerah yang berkaitan erat dengan pencapaian target dan sasaran
pembangunan tahun reneana. Implementasi prlorttas pembsngunan
diarahkan untuk membcrikan solusl bag! permasalaban mcndesak yang
dihadapi seperti kemlskinan, pengangguran dan rnewujudkan pertumbuhan
ekonomi scm sebagai bentuk antis!pasi tantangan ke depan dengan tetap
mempertabankan stabiUtas ekonomi yakni dengan memperhatikan pula
kerangl<a ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daeran pada
tahun 2020.

Reneana pembangunan dnerah Knbupaten Lombok Barat merupakan
tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD)
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005·2025. Untuk mewujudkan visi
pembangunan pada tahapan keempat tersebut, priorltas pcmbangunan
daerah dapat dirumuskan berdasarkan Urusan Konkuren yang menjadi
kcwenangan pemerintab daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sena mernperhatlkan Undang­
Undang Nomor 6 Tabun 2014 Tentang Oesa. Adapun pembagian urusan
pemerintahan tersebut terdiri dati :

BAD IV SA8ARAII' DM PRJORlTAS PEMlL\NQUKM DAERAH
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d. Kebutanan;
e. Energi dan sumber dayamineral;
f. Perdagangan;
g.. Perindustrian;

p. Kebudayaan;
q, Perpustakaan;
r. Kearsipan.

3. Urusan pemerintahan pllihan, meliputi :

a Kelautan dan pcrikanan;
b. Pariwisata;
c. Pertanian;

1.Urusan pemcrintahan wajib yang berkanan dengan pelayanan dasar,
melipuli:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Perumahan ra!<yatdan kawasan permukiman;
e. Ketenteraman, ketert!ban umum, dan perlindungan rnasyarakat;
f. SosiaJ.

2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar,
metlpuu :
a. Tenaga kerja;
b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. Pangan;
d. Pertanahan:
e. Lingkungan hid up;
f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:
g. Pemberdayaan masyarakal dandesa;

h. PengendaJian penduduk dan kcluarga bcrencana;
i. Perhubungan;
j. Komunikasi dan informatika;
k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah:
1. Pcnanarnan modal;
m. Kepemudaan dan olahraga;
n. Statistik;
o. Persandian;
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4.1. T~1UUlclaD S.oaraD PembaDgUDaD Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Oaerah
(RPJMDI Teknokratik Kabupaten Lombok Barat tahun 2019·2024
sudah dirumuskan visi Lombok Barat sampai dengan tahun 2024,
adapun Visi Pembangunan Lombok Barat adalah "Terwujudnya
Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Dengan Oiiandasi Nilai Patut Patuh Patju (LOBAR MANTAP)·.
Penjabaran makna dart Visi Kabupaten LombokBarat tersebut adalah
sebagai berikut :
I. Masyarakat Lombok Sarat adalah seluruh warga masyarakat

Kabupaten LombokBarat;
2. Amanah, artinya mcmilikibirokrasi yang profesional, melayanai SCTta

berbasts transparansi, akuntabilitas yang eflsien dan mcmiliki
integritas;

3, Sejahtera. artinya memiliki kemandlrian untuk memenuhi
kcbutuban hidup layak yang meliputi seluruh kebutuhan pada
bidang sosial, budaya. ekonomi dan infrastuktur secara berkeadilan
dan berkelanjutan;

4. Berprestasi. artinya memilikikemampuan untuk berinovasi dan daya
saing eli tingkat regionalmaupun naslonal.
Visi tersebut diwujudkan ke dalam 5 (lima) misi pembangunan

yakni:
1.Mewujudkan tata keJola pemerintahan yang prcfesional, meJayani
serta berbasis transparanst, akuntabilitas yang ensten dan memiliki
integritas;

h. Transmigrasi.

4. Urusan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, meliputi :
a. Administrasi Pemerintahan;
b. Pengawasan;
c. Perencanaan:
d. Keuangan;
e. Kepegewaian:
f. Pendidikan dan Pelatihan;
g. Penelitiandan ?engembangan.
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Tabel4 1 Mis!.T.uuan, dan Sase.ran. Pembangunan Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2019 - 2024

Prioritas Pembangu nan Daerah merupakan jawaban atas sasaran
pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung
komponen program prloritas atau gabungan program prloritas. Visi dan
misi pembangunan Kabupaten Lombok BarBt tahun 20J9-2024
merupakan tujuan pcmbangunan yang dirumuskan berdasarkan hasil
dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok
strateginya dan dijabarkan berupa sasaran-sasaran, oleh karena itu
guna mewujudkan vlsl dan mis!, maka pembangunan Jangka menengah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019·2024 memillki tujuan, dan
sasaran yang dijelaskan dalam label 4.1 sebagal berikut :

2. Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan
pemenuhan iayanan dasar seeara berkeadilan;

3. Mewujudkan konekttvltae perekonomian aruar pelaku usaha dan
mendorong perturnbuhan ekonomi dan investasi yang kondustr dan
kcbcrpihakan pada masyarakat:

4. Meningkatkan dan rnemantapkan kuaJitas sumber daya manusia
yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing;

5. Meningkatkan dan mcmperkuat sinkronlsasl dan sinergi
pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan
pembangunan.
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4.2.1. Prlorltao H.olonal

Pentahapan rencana pembangunan nas!onal disusun dalarn mastng­
masing periodeRPJMNasionaJsesuai dengan visi,misi, dan program Presiden
yang dipilih secara Iangsung oleh rakyat. RPJM Nasional mernuat strategt
pembangunan nastonal, kebijakan umum, programkementerian/Iembaga dan
lintas kementenan/lernbaga, kewilayahan dan lintas kewilayaban. serta
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomlan secara
menyeluruh tcrmasuk arah kebljakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Prioritas nasional termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RK!')yang
merupakan rencana pernbangunan tabunan nasional. Selain itu RKPjuga
mencakup garnbaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arab
kebijakan flskal, serta program kementerian/lembaga, Iintas
kementertan/Iembaga kewilayaban dalam bentuk kerangka regulasi dan
pendanaan yang bersifat indikatlf.

Arab kebijakan Nasional tabun 2020 mengambil tema ·Penlnt(l<atan
Su...ber Daya Manuola Untuk Pe.rtumbuhaD Berkualita.. dengan
pengarusutamaan pada kesetaraan gender, penatakelolaan, kerentanan
bencana dan perubahan iktim.modal sosiaJbudaya serta transformasi digital.
yang bcrtujuan untuk mencapal Indonesia yang berdaulat secara politik,
mandiri daJam bidang ekonoml dan bcrkepribadian dalam kebudayaan.

SUmber: RPJMD TekMkratik Kab. Lombok Barn! Tahun 2019-2024

4.2. Prloritao Pe...b.... ,....an Daerah
Akhir RKPDKabupaten Lombok Barat Tabun 2020 disusun dengan

memperbatikan strategi dan arab kcbijakan pernbangunan naslonal serta
pembangunan daerab provinsi yang tertuang pada RPJMD Provinsi NTB
Tahun 2018-2023, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebljakan
pusat dan daerah. Selain itu, dengan adanya perubahan kebijakan nasional
terkait dengan pemerintahan daerah yang tertuang daJam Undang-Undang
Nomor 23 Tabun 2014, maka dalam proses pereneanaan pembangunan
daerab Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020, telab meogantisipasi dan
mengakomodirperubahan kebijakan tersebut.

M18l TUJUAH 9ASARAH KllBL1AKA11
bencana

. -
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leap ell' pem angunan nasio yang rnenja 1 pnon
pembangunan pada tahun 2020, yakni sebagai berikut :

Tabel 4 2 Prioritas Nasional dan Arah Kebiiakan Tabun 2020
Ifo. Priorlt .. Ifaalonal Arab. KebijabA
1 Pembangunan Manusia dan Meningkatkan keterjangkauan

Pengentasan Kemiskinan perlindungan sosial bagi kelompok
rentan dan penduduk yang
terkendala dolrumen keneodudukan
Meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semesta
Meningkatkan pernerataan Jayanan
pendidikan yang berkualitas untuk
semua oenduduk
Meningkatkan daya tahan ekonomi
bazi kelomook miskin dan rentan
Memajukan kebudayaan dan
penguatan karakter untuk
mewuiudkan banzsa berorestasi

2 Infrastruktur dan Pemerataan Meningkatkan akses nunian, air
Wilayah minum, dan sannasi yang layak

serta terianzkau
Mengembangkan aksesibilitas
transportasi di kawasan 3T yang
mempertimbangkan karakteristik
wilayah, keterpaduan rnultlmoda,
dan mendukung kawasan yang
lebih maiu
Meningkatkan stan dar bangunan
dan rncmperkuat ran tal pasokan
kcnstruksi melalu l inovasi
kebencanaan,
Membangun infrastruktur
transportasi yang mampu
meningkatkan konektivitas dan
menjangkau seluruh wilayah serta
terhubung dengan kawasan
prioritas dan sistern jaringan utama
logistik.
Mengembangkan angkutan massaJ
perkotaan berbasis rei dan jaJan
yang aman, terjangkau, mudah
diakses dan berkelaniutan
Membangun in.frastruktur serta
memanfaatkan teknolog! informasi
dan komunikasi (TIK)serta
penyiaran melaJui transformasi
diQitaJ,

3 Nilai Tambah Sektor Rill, Meningkatkan kapasitas
InduslriaJisasi dan xesemperan pemanfaatan peluang usaha dan
Keria Ipengeloaan UMKM

DaJam pengintegrasian program dan kegiatan pernbangunan nasional maka
d't t kan arab k biiakan b ' nat ' d' itas
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4.:1.2. Prlorltas PemeriDteh PropiDol Musa Teuuara Barat
Tahapan keempai RPJPO Prnvinsi Nusa Tenggara Barar Tahun 2005-

2025 adaJah membangun struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan
keunggulan kornoeunr di berbagai wilayab yang didukung SOM berkualitas
dan berdaya saing. Tingkat peiayanan pendidikan dan kemampuan IPTEK
yang makin maju dan pada saat in! pendapatan per kapita di akhir RPJP
Oaerah mencapai kesejahteraan setara dengan daerah maju lainnya deogan
tingkat pengangguran dan penduduk miskin yang maJdn rendah.

Sumber . Kementenan PPN- Bappenas, 2019

No. Priorit .. Nulona! Arah J(ebijabn
Mempercepat transformasi
struktural
Meningkatkan kualitas tenaga kerja

I yang ber<l~a saiI)K
Menuruokan defisit neraca
transaksi be.rjaJan untuk menjaga
stabilitas ekonomi
Membangun ekosistem yang
kondusif untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi yang
oerkelaniutan

4 Kelahanan Pangan. Air. Encrgi Meningkatkan EST untuk
dan Lingkungan Rldup memenunt keoutuhan energ[

Meningkatkan produktivitas pangan
dalam menjamin stabilitas
ketersediaan pangan berkualitas
Meningkatkan kuandtas, kuaJitas
dan aksesibilitas air
Meningkatkan daya dukung, daya
tampung scrta mitigasi dampak dan
bahava_Q_eruhahaniklim
MengoptimaJkan pembangunan
berketahanan bcncana

s Stabilitas Pertahanan dan Meningkatkan posisi kekuatan
Keamanan I pertahanan

Meningkatkan stabilitas kawasan
dan kerjasama pembangunan
internasional
Menegakkao hukum dan anti
korupsl
Membasmi peredaran dan
penyalahgunaan narkoba,
penanggulangan terortsme serta

I gangguan kamtibmas
Meningkatkan keamanan stoer.



41

Untuk mencapal sasaran pokok maka skala prioritas yang meniadi
agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan menurut
urgensi dan kesinambungan pembangunan yang utuh dan komprehensir dari
berbagai aspek pembangunan daerah. Oleh karena uu titik tekan dalam skala

prioritas pada setiap tahapan akan berbeda-beda atau sama tergantung tuas
permasalahan yang ada, namun harus berkesinambungan dari prioritas ke
priornas berikutnya.

Tahun 2020 merupakan tahun perencanaan kedua pada periode tahun
2018-2023. dimana tema pembangunan provinsi Nusa Tenggara Barat pada
tahun 2020 adalah ·PemblUllfWllUl Manuala Untuk NTB TaUUUh. MlUltap
dan Le.tart' dengan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :
I. mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan konekuvuas wilayah,
2. pembangunan manusia, ketabanan keluarga dan penanggulangan

bencana;
3. investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja;
4. pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi; dan

5. transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode tahun

2018-2023 adalah 'MembaJlCWl Hu.. Ten""", Buat YIUl, Gemllaag" yang
diwujudkan rnelalui 6 (enam) mist pembangunan daerah, yatu :
J. NTB BangJdt dlUl Aman, yaitu Akselerasi Pengembangan Infrastruktur

Penunjang Sektor Unggulan dan Rehabilltasl Rekonstruksi Pasca Bencana
serta Mitigasi Beneana.

2. HTB Berslh dan Melay.nl, yaitu Akselerasi Transformasi Birokrasi Yang
Bersih dan Melayanl.

3. NTB Sebat dan Cerda., yaitu Akselerasi peningkatan kuautas sumber
daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.

4. NTB Asri dan Le.tari. yaitu OptimaJisasi pengelolaan sumber daya aIam

dan Rebabllitasi Rekonstruksi lingkungan yang berkelanjutan.
5. NTB Sejahtera d.... M.... clUl. yaitu Akselerasi Peoanggulangan

Kemiskinao, Mengurangi Kesenlangan, dan Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi yang Bertumpu pada Pariwisata dan tndustri.

6. NTB AdiJ dan Berkah, yaitu Akselerasi Perwujudan Masyarakat Madani
Yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum yang BerkeadUan.
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4.2.3. Prlorit •• Pemerlntah Kabupaten Lombok Duat Tabun 2020

Prioritas pembangunan dirumuskan melalui penelaahan evaluasi
pelaksanaan pembangunan sebelumnya dengan menganalisls kondlsi
lingkungan internal maupun eksternal, memperhatikan lsu strategis dan
permasalahan mendesak yang terjadi serta prospek pembangunan yang
dihadapi ke depan. Perumusan prioritas pembangunan pada tingkat Nasional,
Provinsi dan KabupatenfKota perlu saling menyesuaikan dan terintegrast
sehingga tercapai slnergitas pemoangunan.

Sebagaimana sasaran pernbangunan yang termuat pada RPJMD
Kabupaten Lombok Barat Tabun 2019-2024, dengan memperhatikan hasil
evaluasl, eapaian dan isu dan permasalahan pada tahun 2019 dan sampai
mei 2020, maka pemerintah daerah menetapkan sasaran yang menjadi fokus
adalah terkait penanganan Covid-19, kuahtas pelayanan publlk, kuantas
infrastruktur wilayah, daya saing ekonomi masyarakat, kemandlrian ekonomi
rnasyarakat, deraiat kesehatan, kuaJitas pendidikan lingkungan bidup serta
penanganan bencana, Selain itu upaya pemenuhan SPM yang menjadi
pnoritas pemerintah pusat di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, lema pembangunan Kabupaten LombokBarat
tabun 2020 yaitu 'Percepatau Pembangw>an Perekonomlan d.n Saraaa
daa Praaaran. Layanan D.... lien. lD.fra.trukt1u dalam RaAgIaI
Pem:a.UhUl Pasea Benc:a.n.. daD Pemeuuhan 8PM YUlI Benra .... au

Llnlkuqan·. Tema tersebut dirnaknai banwa pemerintah Kabupaten Lombok
Sarat berupaya mewujudkan pertumbuhan daerah dengan memanfaatkan
peluang dan potensi yang dimiliki dalam rangka penurunan kemiskinan dan
pembangunan manusia dalam segala bidang, baik kualitas pendidikan,
derajat kesehatan, pendapatan masyarakat, begitu pula kualitas sumber daya
aparatur pemerintah.

Setiap sasaran pokok pada perencanaan jangka panjang ditetapkan

prioritasnya kc dalarn masing-masing tahapan pada periode perencanaan
[angka menengah, dimana pada RPJMD Tahun '2018-2023 merupakan
tahapan keempat yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang
beriman. maju, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai
bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang
kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang
didukung oleh SDMberkualitas dan berdaya saing.
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Dengan adanya bencana Covid-19. prioritas pembangunan di Kabupaten
LombokBarat pada tahun 2020 adalab meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang sejalan dengan meningkatnya kesejabteraan. menurunnya kemiskinan
dan menlngkatkan IPM khususnya pemulihan pasca bencana gempa bumi
dan pemenuban $PM yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu
pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk secara konsisten
rnemantapkan sektor infrastruktur, sektor pariwisata, meningkatkan

perekonomian di bidang koperasi dan UMKM. penanaman modal, serta
meningkatkan mutu pelayanan dasar sepertl pendidikan dan kesehatan,
Selaln itu pemerintah daerah juga berkornitmen pada sektor-sektor

pembangunan lainnya yang ikut mendukung seperu tlngkungan hidup, sosial,
pcmberdayaan perempuan, pemberdayaan desa dan penanggulangan bencana
serta berbagaJ aspek lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka
pada "erubaban RKPD tahun 2020 Pcmcrintab Kabupaten Lombok Barat
menetapkan prioritas pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut :
1. PeoaogaoaD Covid-19

Prioritas Penaganan Covid-19dilakukan terkait kesiapan daerab dalam
mengamisipasl penyebaran wabab CoronaVirus Disease2019 (Cov!d-19).
Penanganan Covid-19 diawali dengan Pembentukan Gugus Tugas
Pencegaban dan Penanggulangan Penanganan COVlD-19 melalui
Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 518/63/BPBD/2020 tentang
'Pembentukan Gugus rugas Percepatan Penanganan Corona virus
Disease 2019 (Covid-19)di Kabupaten LOmbokBarat pada tanggal 30
Maret 2020, yang selanjutnya dibentuk Tim Reaks! Cepat (TRC)
penanggutangan Covid-19 pada Rabu 22 April 2020. Dalam rangka
pelaksanaan kebijakan keuangan daerab sesua! Pasal 1 ayat (4),
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1Tabun 2020 Tentang KebijakanKeuanganNegaradan Stabilitas
Sistem KeuanganUntuk Penanganan PanderniCoronaVirus Disease2019
(Covid-19) danj atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membabayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk
melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatao
tertentu (refocusing], perubaban alokasi, dan penggunaan Anggaran
Pendapatan dan BelanjaDaerah. Selanjutnya sesuai dcngan Permendagri
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Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Diseases 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 4 (I) DaJam
melakukan Iangkah anusipasi dan penanganan dampak penularan eouid.-
19 , Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang setanjutnya diusulkan dalam perubahan
APBD.
DaJam hal ini, Pemennlah Kabupalen Lombok Barat telah melakukan
refocusing mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan
tcrtentu, perubahan alokasi (realokasi] anggaran, yang intinya
melaksanakan amanah me.ngenai kebljakan fiskal yang dapat dilakukan
oleh Pemerintah Daerab untuk berperan daJam penanganan Covid-l9.

Adapun prioritas kebiJakan fiskaJ sebagaimana tertuang daJam Keputusan
Bcrsama Menteri DaJam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
119j2813jSJ; Nomor 177jKMK.07/2020, tersebut mencakup untuk
pembiayaan : a) belanja bidang kesehatan; bl penyediaan jaring pengaman
sosial meliputi bansos kepada masyarakar miskin atau kurang mampu
yang mengaJami penurunan daya beli akihat adanya pandemi Covid-19
dan; c) penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar usaha
daerah tetap hidup antara lain melaJui pemberdayaan UMKM serta
koperas! daJam rangka memulihkan dan menstimutasi kegiatan
perekonomlan di daerah.

2. PeDiDgbtan konektivita. iDfrutrulmu ant&.<wilayah dan abe.
IDfrutrulrtur cluar Hcan berk~utan
Prlorltas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya peJayanan
Infrastruktur wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan

pernerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pembangunan
berkelanjutan Hal tersebut dilakukan dengan cera: (a) Meningkatkan
jalan mantap, (b) Meningkatkan ketersediaan moda transportasi: (c)
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni; (d) Meniogkatkan akses
rumab tangga dengan sanitasi layak; (e) Meningkatkan akses rumah
tangga dengan air minum layak.

3. Pe_ancan KemJokl"an daD Penlngbtan EkoDomi Daerah

Prioritas ini bertujuan untuk (a) peningkatan kesejahteraan, pengurangan
kemiskinan dan tingkat pengangguran; (b) peningkatan kinerja ekonomi
daerah melaluJ kemitraan antar pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat
dan menciptakan Wirausaha baru, serta menyediakan sarana prasarana



45

penurunan tingkat pengangguran melaJui peningkatan kcberagaman pola
konsumsi masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan pangan;
peningkatan pelatihan produktlvitas dan pengembangan penempatan
tenaga kerja dan upaya transmigrasi swakarsa serta pembinaan pemuda

dan olah raga.
4. PeDiD,lIkatan lmaUt•• pelayanall duar d&ll_umber days manuola

Priornas ini ditetapkan untuk mewujudkan pelayanan dasar yang
berkuaJitas dan kapasitas sumberdaya rnanusta yang unggul melaJui (a)
peniogkatan kuaJitas pelayanan bag! ibu hamil dan melahirkan, bayi,
baJita, anak sekolah, remaja, dan lansia; (b) peningkatan pengetahuan

dan keterampiJan gizi masyarakat; (e) rcvitaJisasi posyandu; (d)
pcmcnuhan cakupan JKN 100%; [d] pemenuhan sarana dan prasaran
Puskemas sesuai ASPAK; (e) optimalisasi pengelolaan DAK Non Fisik
Kesehatao; (n peningkatan kuaJitas pcndidikan dengan meningkatkan
Akses pendidlkan yang berkeadilan dan terjangkau; (8) peningkatan
pelestariao eagar budaya; (hI Menlngkatkan keterwakilan pcrempuan di
Iembaga eksekuttr; (il Meningkatkan pengendaJian kelahtran penduduk: (jJ

Meningkatkan kapasitas ASNmelalui pelatihan dan pcndidikan.
5. PeniAllkatan pel __ lIDClmnllUl bidup dan ketahallan ciaHah

YUlg berlmaUtu
Prioritas ini ditetapkan untuk mencapai tujuan pemenuhan SPM yang
berwawasan lingkungan dan meningkatkan ketahanan daerah pasca
bencana melaJui ; (a) penurunan peocemaran air sungai; (b) peningkatan

perlindungan mata air; (e) peningkatan pengelolaan sampan: (d]
peningkatan pengendaJian pcmanfataan ruang dan (e] Penlngkatan
kapasitas daerah dalam penanggulangan risiko bencana.
Sclanjutnya priorltas pembangunan nasionaJ diselaraskan dengan
prioritas provlnsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat

sebagalmana tabel berikut :

Lembaga Ekonomi
masyarakat; (n
kemiskinan dan

dan pemasaran pariwisata; (e) peningkatan peran
Perdesaan daJam menggerakkan perekonomian
peningkatan sinergitas program peoanggulangan

perekonornian kreatff, peningkatan keberpihakan terhadap pengembangan
dan penggunaan produk Iokal; (e) peniogkatan prnduksi pertanlan,
peternakan, perikanan dan kunjungan wisatawan; (d) peningkatan
pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tank Wisata serta promosi
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Dalem rangka percepatan pencapaian target pembangunan berdasarkan
RPJMO Lombok Baret tahun 2019.2024. salah satu strategi dan arab
kebijakan pembangunan adalah melakukan inovasi daerah. Beberapa inovasi
daerah pada tahun 2020 adalah sebagal berikut :
1. Cerner Plan Clinic (CPC)

2. Oerakan Terpadu Kejar Paket (Oardu Jakel)
3. Oerakan Terpadu PemberdayaanProduk Loka! (Oarou Ooa)

4. Oerakan Berpijak (Beriuk Piak Jamban Keluarga Sehal)
5. Oerakan Sadar Administrasi Kependudukan (Oerasak)
6. Oerakan Terpadu PenangananStunting [Oardu Santun)
7, Oerakan Terpadu Pembangunan Oili Oede
8, OesaWisatll
9. Oerakan Anti "Merariq Kodeq' (OAMAK)
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II. 1.Duar Pertimb~ Perubahan RkpcI

Berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku seperti Undang­
undang Nomor 23 Tabun 2014 dan Permendagri No 13 Tahun 2006
menyebulkan bahwa APBD dapat dilakukan perubahan jika terdapat
perkembangan yang tidak sesuai pad" tahun berjalan. Perkembanganyang
tidak sesuai meliputi perubaban asumsi makro ekonomiyang mengllkibatkan
perkembangan kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan basil
yang harus dicapal, perubahan kebijakan pusat, perubaban proyeksi belanja
yang ternyata menjadiprioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan
aktual yang berkembang.

Perkembangan yang tidak sesuai terkait kondisi pcrekonornian sampai
dengan Me!2020 aiau Triwulan I, realisasi anggaran dan evaluast terhadap
kinerja RKPDdan APBDtabun berjalan sebingga mempengaruhi perubaban
kebijakan pengeioiaansumberdaya dan arab kebijakan pernbangunan daerah,
Perubahan kebijakan yang dllakukan adalab memperbatikan kondisi-kondisi
tersebut sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan perundangan yang
berlaku dalam rangka menciptakan kondisi fiskai fiskaJyang kredibel, efisicn
dan efektif, serta berkesinambungan, oleh karena itu make Perubahan RKPD
Kabupaten LombokBarat Tabuo 2020 perlu disesuaikan dengan perubahan­
perubahan tersebut,

Serdasarkan capaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan RJ{PDdan APBD
Kabupaten Lombok Barat Tabun 2020, hal-hal yang yang menunjukkan
adanya ketidaksesuaian dengao perkembangan keadaan, meJiputi:
a. Adanya asumsi kerangka ekonomidaerah dan kerangka pendanaan yang

berkernbang tidak sesuai, serta pnontas dan sasaran pembangunan,
rencana programdan kegiatan prioritas daerah:

b. Adanyakeadaan yang menyebabkan saido anggaran lebih tabun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berialan;

c. Adanya pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan
kegiatan, penambaban kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambaban
atau pengurangan target kineJja dan pagu kegiatan, serta perubahan
lokasidan kelompoksasaran kegiatan:

BAB V RENCANA KERJA DAN PEl'fDANAAN DAERAH
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15.2. Perubah&DKeblJabn Anggaran Daerah
Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerab dan

perubaban asumsi makro nasional dan daerah, maka dipandang perlu untuk
melakukan perubahan Reneana Ketja Pemerintah Daerah (RKPD)Tabun 2020
sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Kcbljakan Umum APBDdan
Perubaban PPASserta Perubaban RAPBDTabun 2020.

Memperhatlkan perubaban asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi
APBDKabupaten Lombok Barat sampai dengan bulan Mei 2020, terutama
dan sisl pendapatan dan koodisl kinetja ekonomi daerah, maka perubahan
Keuangan Daerah Kabupaten LombokBarat Tabun Anggaran 2020 diarahkan
sebagai berikut :
I. Penyesuaian pendapatan asli daerab dengan mempertimbangkan
optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur
seeara rasional d'IDreallsasi pendapatan asli daerah sampai dengan akhir
bulan MeiTahun 2020;

2. Penyesuaian kebijakan dana perlmbangan yang bersumber dan dana bagt
hasil pl\iak/bagi hasil bukan pajak dan dana transfer Pemerintab ?usat
yaitu penyesuaian Dana BagiHasilCukai HasilTernbakau (DBHCHT);

3. Dana penyesuaian dan otonomi khusus yang bersumber dan alokasi dana
desa dan pengurangan banruan kcuangan dan provinsi atau pemerintab
daerah lainnya;

4. Pengalokasian kembali SiLPATahun Anggaran2019;
5. Penyesuaian kembalipokok hutang,

d. I\danya kegiatan lanjutan Tabun 2020 dan/atau kegiatan baru/atternanf
yang harus masuk dalam perubaban RKPDTahun 2020;

e. Perkembangan pendapatan daerah tahun 2020 yang meugalarm
pergeseran dan targetnya, serta dipengaruhl oleh reallsasi beberapa
pendapatan daerah tabun 2020, khususnya dan pos pendapatan asli
daerah;

f. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena tetjadl
perubahan target kinetja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2020;

g. Adanya perubahan target Penerimaan Negara yang mengakibatkan
penurunan/pemotongan dana transfer Pemerintah Pusat;

h. Adanya keadaao luar biasa yang meoyebabkan estimasi penerimaan
dan/atau pengeluaran dalam APBDmengalami kenaikan atau penurunan.
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5.2.1. Penbahan Kebijakan PendapataD Daerah
Mengaeu kepada kondisl aktual kinerja ekonomi daerah, serta

memperhatikan realisasi kinerja bidang pendapatan, disusun target
pendapatan berdasarkan perkiraan yang terukur dan rasional serta dengan
mclihat perkembanganrealisasisebelumnya.

Seeara rinel, hal-hal yang berkenaan dengan perubahan pendapatan
daerah Kahupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai
berikut:
I. Pendapatan Asli Daerah,

PendapatanAsli Daerah dan target awal sebesar Rp.274.456.916.993,04
dlproyekslkan mengalamt penurunan sebesar Rp.16.020.690.722,38atau
5,85%menjadl Rp.258.436.226.270,67yang diakibatkan oleh penurunan
pada komponenHasil Pajak Daerah,dan Hasil Retribusi Daerah,serta dan
Lain-lain PendapatanAsHDaerahyang Sah.

2. DanaPerimbangan.
Dana perimbangan di Kabupatcn Lombok Barat dati target awal sebesar
Rp.1.219.957.147.000,00, turun Rp.103.533.000.024,OOatau 8,49"10
menjadi Rp.1.116.424.J46.976,00.Komponenyangmengalamipenurunan
adalah DanaAlokasi Umumdan DanaAlokasi Khusus.
Dana Alokasi Umum dar! alokasl sernula sebesarRp.809.546.835.000,OO
turun sebesar Rp.79:257.481.000,OO atau 9,790/0 menjadi
Rp.730.289.354.000,OO.Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) dar;
alokasi semula sebesar Rp.366.233.094.000,OO turun sebesar
Rp.31.676.062.000,OOatau 8,65%menjadi Rp.334.557.032.000,00.
Untuk komponen OAK, pada awal pandemi Covid-19 telah dilakukan
refocussing serta realokasi untuk penangananCovid-J9 sesuat arahan
pemerintahpusar, Namua berdasarkanPerpresNomor72 Tahun 2020 dan
keputusan Menteri keuanganNomor lS/KM.7/2020, DA.KFisik Cadangan
dan Dana CadanganBantuan Operaslonal Kesehatandigulirkan kembali
ke daerah. Secaratotal penerimaanOAKpada postur rencanaperubahan
memangmengalamipenurunan. Namun demikian, angkayang tersaji pada
proyeksiberikut sudah mengakomodirOAKCadanganterseout,

3. Lain-lain pendapatandaerahyangsah
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5.2.2. Perubahan Kebijakan Behwja Daerah

Perubaban pada pendapatan daerah seeara langsung berdaropak pada
perubahao kebijakan belanja daerah yang berimbas kepada pcrubaban
belanja seuap Perangkat Daerab. Anggaranbelanja Kabupaten LombokBarat
Tahun Anggaran 2020 sebelumnya ditargetkan sebesar
Rp.1.991.276.5S9.288,04 dan setelab perubaban mengalarni penurunan
scbcsar Rp.IS2.186.2SS.930,09 dengan persentase penurunan 7,64 %

sehinggamenjadiRp.I.839.090.303.357,95dengan rincian sebagai berikut:
l.Belanja Tidak Langsung sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.
971.501.574.475,80 mengalami peningkatan sebesar Rp.
29.462.948.964,22 atau menlngkat 3,03 % menjadi sebesar Rp.
1.000.964.523.440,02.

2. Belanja Langsung sebelum perubahan ditargetkan sebesar
Rp.1.019.774.984.812,24 mengalami penurunan sebesar
Rp.181.649.204.894.31atau 17,81% menja.diRp.838.125.779.917,94

Sumber :TAPDKabupatenLombokBarat, 2020

,.

Tabel5 1 ProyeksiPerubahao Pendapatan DaerahKabupaten LombokBarat
Tabun Anggaran2020

Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalaml penurunan. Dan
target awal sebesar Rp. 346.S62.49S.295,OOturun Rp.8.6S4.539.873,OO
atau menurun 2,S%sehinggamenjadi Rp.337.907.955.422,00.
Secara rinei proyeksJperubahan penerimaan pcndapatan daerah tabun

2020 dapar terlihat pada tabel dlbawab in!.
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Rp.300.000.000.00, sehingga total rencana pcncrimaan pembiayaan dari
asumsi awal sebesar Rp. 150.300.000.000,00 turun Rp.8.897.747.571,71
atau 5,92% rnenjadi sebesar Rp. 141.402.252.428.29 .

Untuk pengeluaran pernbiayaan daerah semula diasurnsikan nihil atau
sebesar Rp. 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.080.277.739,00 yang
bersumber dari pembayaran pokok utang, sebingga total pengeluaran
pembiayaan daerah menjadi Rp.15.080.277.739.00. secara lebih rinei
prcyeksi peru bahan kebijakan pembiayaan daerah dapal dilihat pada tabel
berikut ini.

tetap sebesardlproyeksikanpinjamanpernberiankembali

5.2.3. Perabahan Kebllabn Pe.mblayaanDaerah
Pada Perubahan Tahun Anggaran 2020 penerimaan pembiayaan yang

berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 (SiLPAI yang
semula diproyeksikan nihil, bertambah sebesar Rp.26.102.252.428,29.
Seianjutnya penyesuaian penerimaan pinjaman daerah yang semula
ditargetkan sebesar Rp.150.000.000.000,OO turun Rp.35.000.000.000,OO atau
23,33%, menjadl sebesar Rp.115.000.000.000,OO. Sedangkan penerimaan

Sumber : TAPD Kabupaten Lombok Barat, 2020

., sa

, ,,........
•----

Secara rine! proyeksi perubahan kebUakan belanja daerah Tahun 2020
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5 2 Proyeksi Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun Anggaran 2020
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Sumber : TAPDKabupaten Lombok Barat, 2020

••

t , ,,.
•---

, ,

Tabel 5 3 Proyeksi Perubaban Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten

Lombok Barat Tahun Anggaran 2020



54

f B. I'AOZAII quWl)

~ Jl'D'PATILOImOK BAUT. ~ .'

Ookumen Perubahan Reneana Ke1ja Pemerintah Daerah Kahul1llrcn
Lombok Sarat Tabun 2020 Lelah diawali dengan ~uaal hasil pelakoaDaan
RKPOaampai bulan Mel 2020. mesldpun Pennend"llri 86 Tabun 2017 paoal

343 (4) memberlkan kelonggaran bahwa Perubahan RKPO dapat dllakukan

tanpa melalul tahapan evaluasi dalam hal terjadl kcadaan darurat
sebogo1mana halnya keadaan darurat Pandeml Covid-19 aaat ini.

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana KeJjn Pemerlntah Daerah
Kabupaten Lombok Sarat in! selanjutnya dijadlkan dasar penetapan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Oeerah dan pedoman penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prtot1Ut8 dan P1aCOD
Anggaran Sementara,



No NamaPcrbub KetcrQnoan
1. Pen.tbeh.an alaS Perbub Nomor 27 Tahun

2019 ""'tang RKPO Kab. Lombolc Sara,
Tahun2020

2. Pen.tbahan alae Perbub Nomor 29 Tahun
2019 lcnlang penelapan Reoja Kab.
Lombok Sarat Tahun 2020

_ .. ' <,..H'), $.s,t-IJ£.4If-s4-··t<ry· ... 1_~~'·"."'·) .. 9

._) I. LaW BeLalcang
a. Serda8Ql'1can Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20) 7

_lang Tata Cant Perencanaan, PengendaIian dan Evaluaai
Pcmbangunan Dacrah, TIllIl Cant EvaJuui Ranaanpn I"efttutan Dacrah
TenlangRencana Pemb&ngunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pcmbangunan Jangka Mcoengah Oaerah, Serta Tata Cant Perubahan
Rencana Pcmbangunan Jang)ca Panjang Daerah, Rencona Rencana
Pe:mIlancunanJa..,... Mc:oengal>Daerab dan _ KeJja ~ti ..tah
Daerah peeyompumaan RancanjpIn Akbir Rencana lCetja PerangJ<at
Oaerah aesuai saran dan n:komcndaai _ bet pedoman pada RKPD
yang lelah dilelapkan dan dilemplcan dengan Pcraturan Bupati;

b. bahwa untuk menciplalcan sinergj antara prloritaa program dan oaaaran
pembangunan dalam Rencana Keaja Pcmerintah Deerah Kabupel.l!n
Lombolc Sarat Tahun 2020 denpn prioritaa pr<l8J'8I!l dan sasaran
pembangunan do'am Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lombok Sarat Tahun 2019 - 2024, maIca Peraturan Bupatl
Nomor 27 Tahun 20 19 tentang Rencana Kcrja Pemerintah Daerah dan
Nomor 29 Talnm 2019 -tans penetapan Renc:ana ICetja Perangkat
Oaerah Ungkup Kabupaten Lombok Sarat Tahun 2020 perlu dirubah;

D. Makauddan T\\juan
Meminta pereeWjuan kepada Bapo .. BupaIl agar daplt ~
Pemruran BupatI tcrkait FI:rubaban alaS Pcraturan Bupati tentang
Pen.tbeban RKPO dan Pen.tbahan Renja ~ f'eran&lcat Daerah
Kabupalen Lombok Barat tahun 2020 :

Supati Lombolc Baral
Kepala Bappcda Kabupa_ Lombok Baral

: 7Juli 2020
(JC~ / ~, /02-Bappeda/2020
Pentin&'Segeni

: 2 (dual Elcaempiar
Permohonao Penandatanganan perubahan Pcraturan
Supati penetapan peruhaban RKPO dan perubehan RENJA
Kabupaten Lombolc Saral Tahun 2020

ROTA DIlfAS

PEIIBRDfTAB KABUPATEII LOIIBOK BARAT
BADAR PBREKCAlfAAK PEllBARGUXAR DARRAH

BAPPEDA)

Kepada Yth.
o a rl
~
Nomor
S i fa l
Lampiron
Periha)

· .



".""",-,,,,,. N,.",'q ·4"t-J"J £.J '"*'fA- -Ii( ~""'_""""$.t&t'
~ D'''' "'. __ "._ p.,w /WI-

Demjlrisn untuk maklum dan ataa pcaeetujuannya diMmpaikan terima
kaajb

Ill. Manfaat dan Haail
a. Perube.han Rencana Kerja Pemerintah Daet'Qb (RKPD) meIUpQlcan

pedoman dan nijulcan utama untuk penyuaunan perubahan Kebijakan
Umum Anggaran Pl:ndapatan dan Belanja Daerah dan perubahan
Prioritas dan Plafon Angptan Sementara yang akan mcnjadi Iandaaan

untuk penyuounan RaDcangan perubaban APBD Kabupaten Lombok
Barat Tahun MI!II)U'aD 2020.

b. Perubab.an RenC&lUl Kerja Perangkat Daerah merupalcan Jandasan dan
pedoman operasional bqi Peranlllcat Daerah dI UngJrungan I'mlcrintah
Kabupaten Lombok Barat dalam menetapJcan Perubehan Rencana Ketja

Perangk.o.t Oaerah Tabun 2020.


